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PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1
No. 158/1997 dan No0.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No Huruf Nama Latin | Nama Latin Keterangan
Arab
1 ‘ Alif - Tidak dilambangkang
2 < Ba’ B -
3 < Ta’ T -
4 < Sa’ S S dengan titik di atas
5 a Jim J -
6 C Ha’ H Ha dengan titik dibawah
7 & Kha’ Kh =
8 > Dal D -
9 > Zal Z Zet dengan titik di atas
10 ) Ra’ R -
11 J Zai Z -
12 S Sa’ S -
13 2 Syin Sy -




14 e Sad Es dengan titik di bawah
15 P Dad D De dengan titik di bawah
16 b Ta’ T Te dengan titik di bawah
17 L Za’ Z Zet dengan titik di bawah
18 4 Ain Koma terbalik di atas
19 ¢ Gain G -

20 = Fa’ -

21 S Qaf Q -

22 3 Kaf K i

23 J Lam )

24 ¢ Mim M -

25 o Nun N -

26 b/ Wawu w -

27 A Ha’ H -

28 s Hamzah Apostrop

29 &S Ya’ Y -
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B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

w
4

A1 ditulis Akmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi Ta’ Marbufah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah,
dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.
Contoh: il 8\S5  : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi Ta’ Marbufah mati dengan “h”
Contoh: sxlb Talhah
Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu
terpisah maka Ta’ Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”
Contoh: a4/ 454, Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
terserap menjadi bahasa Indonesia
aela - ditulis Jama ‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
&) G - ditulis Ni ‘matullah
edll3lS5:ditulis Zakat al-Firi

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
No | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1 Fathah A A
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Kasrah I I

Dammah

Contoh:
S — Kataba ey — Yazhabu

Je — Su’ila 55— Zukira

2. Vocal Rangkap/Diftong
Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1 & Fathah dan Ya’ Ai adani
2 > Fathah dan Waw Au adanu

Contoh:
aS: Kaifa Js= : Haula

E. Vocal Panjang (Maddah)
Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf

transliterasinya sebagai berikut:

No Tanda Nama Latin Nama
Vokal
1 ’ Fathah dan alif A a bergaris atas
2 < 6 Fathah dan alif layyinah | A a bergaris atas
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3 O Kasrah dan ya’ I | bergaris atas

4 ¥ Dammah dan waw U u bergaris atas
Contoh:
U5t : Tuhibbiina
oLyl : al-Insan

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan
dengan Apostrof

(.:a'ﬁ L a’antum

g . mu’annas

G. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang berupa “al” ( J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqgaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

oVl ditulis al-Qur’an
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah
yang mengikutinya

ax.\ 1 ditulis as-Sayyi ‘ah



H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf
yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.
Contoh:

2

Lo : Muhammad
31 - al-Wudd
I. Kata Sandang “J"”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan huruf

syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1 ™.

Contoh:
of 3 > al-Qur’an
) : al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital,
namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa
Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama
diri, setelah kata sandang ““al”, dIl.
Contoh:

JiA Al : al-Imam al-Gazali

Ul md| : al-Sab ‘u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga
ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak
digunakan.

Contoh:



dle 25 : Nasrun minallahi
oY1 & : Lillghi al-Amr Jami‘a

. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas () atau
apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah
terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya
saja.
Contoh:

ol pgle sl : Thya’ ‘Uliim al-Din

. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf]
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab
atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata
tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh :

ol s b & Ol wa innalldha lahuwa khair al-Razigin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

) s - ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam.
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ABSTRAK

Asep. Moh Agung 2024. Implementasi Norma Keterwakilan Perempuan
Dalam Perspektif Maqgashid Syariah (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten
Pekalongan). Skripsi. Dosen Pembimbing Ahmad Fauzan, M.S.I.

Keterwakilan kaum perempuan pada lembaga penyelenggara pemilu telah
secara jelas diatur dalam undang-undang penyelenggara pemilu, baik sejak UU
Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, maupun setelah revisi
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.
Akan tetapi di dalam praktiknya tidak selalu aturan yang sudah sangat baik
tersebut dapat dilaksanakan. Maka merupakan persoalan hukum bahwa
kenyataannya Bawaslu Kabupaten Pekalongan Periode 2023-2028 tidak ada
keterwakilan Perempuan yang menduduki pimpinan Bawaslu Kabupaten
Pekalongan. Hal ini berbeda dari komisioner sebelumnya, pada periode 2018-
2023 yang diisi perwakilan perempuan 1 (satu) menjadi komisioner Bawaslu
Kabupaten Pekalongan. Hal ini perlu adanya dorongan dari sudut pandang teori
magasid syariah yang akan mengakomodasi kemaslahatan baru yang belum diatur
dalam nash (magashid syariah) namun tidak bertentangan dengan syariah. Jenis
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (empirical law research). Metode
pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian
yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).

Dalam konteks di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan,
keterwakilan perempuan di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan
belum melaksanakan secara maksimal norma keterkaitan memperhatikan
keterwakilan perempuan minimal 30%. Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan
adanya perempuan menjadi keterwakilan didalam penyelenggara pemilu
khususnya pada Bawaslu Kabupaten Pekalongan ini menjadi kebutuhan sekunder.
Dalam pandangan Mugodimat Wajib disebutkan bahwa hal yang dibutuhkan
untuk membantu pelaksanaan sesuatu yang diperintkan oleh syari’at. Jadi, tidak
adanya keterwakilan perempuan menjadikan perempuan tidak bisa mengeksplor
kualitas diri serta berkontribusi kepada negara, akan tetapi lembaga bawaslu akan
tetap berjalan karena peningkatan kualitas perempuan serta kontribusinya kepada
negara bisa diwujudkan pada lembaga negara yang lainnya.

Kata kunci: Bawaslu, Magashid Syariah, Keterwakilan Perempuan.
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ABSTRACT

Asep. Moh Agung 2024. Implementation of Women's Representation
Norms in the Magashid Syariah Perspective (Case Study in Bawaslu Pekalongan
Regency). Thesis. Supervisor Ahmad Fauzan, M.S.I.

The representation of women in election management institutions has been
clearly regulated in the election management law, both since Law Number 22 of
2007 concerning Election Organizers, and after the revision in Law Number 15 of
2011 concerning Election Organizers. However, in practice, these very good rules
cannot always be implemented. So it is a legal issue that in reality the Pekalongan
Regency Bawaslu for the 2023-2028 period has no representation of women who
occupy the leadership of the Pekalongan Regency Bawaslu. This is different from
the previous commissioners, in the 2018-2023 period which was filled with 1
(one) female representative as Bawaslu commissioner for Pekalongan Regency.
This requires encouragement from the perspective of magasid sharia theory which
will accommodate new benefits that have not been regulated in the text (magasid
sharia) but do not conflict with sharia. This type of research is empirical legal
research. The approach method used in preparing this research is normative
juridical research (normative legal research method).

In the context of the Pekalongan Regency Election Supervisory Body, the
representation of women in the Pekalongan Regency Election Supervisory Body
has not yet implemented optimally the linkage norms taking into account women's
representation of at least 30%. The results of this analysis can be concluded that
having women as representatives in election organizers, especially in the Bawaslu
of Pekalongan Regency, is a secondary need. In the view of Mugodimat Wajib, it
is stated that things are needed to help implement something ordered by the
Shari‘ah. So, the absence of women's representation means that women cannot
explore their own qualities and contribute to the country, however, Bawaslu
institutions will continue to operate because improving the quality of women and
their contributions to the country can be realized in other state institutions.

Keyword: Bawaslu, Magashid Syariah, women's representation.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pelibatan laki-laki dan perempuan sangat diperlukan dalam proses

pengambilan keputusan, politik, maupun penyelenggaraan pemilu dalam
sebuah negara demokrasi. Keterwakilan kaum perempuan pada lembaga
penyelenggara pemilu telah secara jelas diatur dalam undang-undang
penyelenggara pemilu, baik sejak UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggara Pemilu, maupun setelah revisi dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara
pemilu berdasarkan Undang-Undang tersebut dimaknai sebagai Lembaga
penyelenggara pemilu yang meliputi KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan
Bawaslu untuk memilih calon anggota legislatif pusat serta daerah, Kepala
Negara beserta Wakilnya, serta Kepala Daerah dalam nuansa demokratis
karena dipilih secara langsung oleh rakyat.*

Keterwakilan perempuan di dalam Pasal 10 ayat (7), Pasal 22 ayat
(1), Pasal 92 ayat (11), Pasal 173 ayat (2e) dan Pasal 245 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah memasukkan ketentuan paling
sedikit 30% keterwakilan perempuan pada komposisi penyelenggara
pemilu. Akan tetapi kenyataannya masih ada beberapa lembaga
penyelenggara pemilu belum memenuhi kuota yang telah diamanatkan

oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Terkhusus dalam Badan

! Suparman Marzuki, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk
Pemilu Yang Demokratis", Jurnal Hukum lus Quia lustum, Vol. 15, No.3 (2008). h. 393.



Pengawas Pemilu atau Bawaslu sendiri termaktub dalam pasal 92 ayat (11)
bahwa disebutkan memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit
30%. Frasa memperhatikan seyogyanya tidak ditafsirkan sebagai sama
sekali tidak menyertakan keterwakilan Perempuan pada pimpinan Bawaslu
dari tingkat pusat maupun daerah.

Pengaturan perlunya melibatkan perempuan dalam lembaga
penyelenggara pemilu merupakan intervensi negara untuk mewujudlkan
kesetaraan dan keadilan gender, yakni peran perempuan dan laki-laki,
dalam penyelenggaraan pemilu. Upaya keadilan gender sendiri merupakan
konsekwensi negara Indonesia yang demokratis yang secara umum
menjamin seluruh penduduk -baik laki-laki maupun perempaun, dari
kalangan mayoritas maupun minoritas, dan memiliki perbedaan lainnya-.
sama di muka hukum, sama dalam memperoleh kesempatan untuk
perpartisipasi dan  menerima hasil-hasil pembangunan. Upaya
mewujudkan keadilan gender juga bagian penting dari upaya realisasi
pemenuhan hak-asazi manusia. Harusnya perempuan memperoleh
kesempatan akses dan berpartisipasi di raung public khususnya bilang
politik dengan sendirinya secara alamiah. Kenyataanya sejarah kultur sub-
ordinasi dan marginalisasi yang dialami perempuan menjadikannya tidak
mudah perempuan memperoleh hak-haknya. Oleh karena itu pemerintah
mengintervensi Kkebijakan untuk memastikan perempuan memperoleh

haknya, dimna dalam pengisian lembaga-lembaga pemilu perempuan



didorong untuk mengisinya 30%, sebagaimana prosentase porsi kursi
perwakilan mereka di DPR RI hingga DPRD dan DPD.

Aturan untuk keterwakilan perempuan diharapkan memberi banyak
manfaat, diantaranya agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak bias
gender atau hanya perspektif laki-laki; juga agar kaum perempuan dapat
menjadi mitra laki-laki dalam mengururs urusan bersama dan
menyumbangkan pengetahuan dan ketrampilannya sebagai konsekwensi
telah banyak perempuan yang terdidik. Dengan demikian pelibatan
perempuan di lembaga--lembaga public adalah kebutuhan bersama, atau
dalam bahasa agama disebut “hajat ammah’, yang merupakan bagian dari
kemaslahatan yang perlu direalisakian. Jadi Undang-undang yang
mengatur keterwakilan perempuan itu nyata-nyata sebagai hukum yang
mengemban tujuan filosofi hulkum, yaitu untuk mewujdukan keadilan dan
mewujudkan kemanfaatan serta mewujdukan kepastian hukum. Kepastian
hukumnya sangat jelas tertuang dalm pasal terkait.

Akan tetapi di dalam praktiknya tidak selalu aturan yang sudah
sangat baik tersebut dapat dilaksanakan. Maka merupakan persoalan
hukum bahwa kenyataannya Bawaslu Kabupaten Pekalongan Periode
2023-2028 tidak ada keterwakilan Perempuan yang menduduki pimpinan
Bawaslu Kabupaten Pekalongan.? Hal ini berbeda dari komisioner

sebelumnya, pada periode 2018-2023 yang diisi perwakilan perempuan 1

2 Bawaslu Kabupaten Pekalongan, “Muhammad Tohir Pimpin Bawaslu Kabupaten
Pekalongan”, https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/mohamad-tohir-pimpin-bawaslu-
kabupaten-pekalongan. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2023.


https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/mohamad-tohir-pimpin-bawaslu-kabupaten-pekalongan
https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/mohamad-tohir-pimpin-bawaslu-kabupaten-pekalongan

(satu) menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan.® Ketentuan
hak berpolitik perempuan dan penempatan keterwakilan perempuan pada
lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah memiliki tujuan
sebagaimana dijelaskan di atas yaitu meningkatkan kapasitas diri
perempuan supaya kaum perempuan bisa ikut andil berpartisipasi serta
berkiprah dalam semua lini pembangunan di Indonesia. Hal ini perlu
adanya dorongan dari sudut pandang teori magasid syariah yang akan
mengakomodasi kemaslahatan baru yang belum diatur dalam nash
(magashid syariah) namun tidak bertentangan dengan syariah.

Magasid syariah artinya tujuan syariah. Tujuan syariah itu untuk
mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).*
Teori magasid syariah adalah teori hukum islam yang memungkinkan
kemaslahatan-kemaslahatan baru yang ditemukan manusia yang tidak
diatur dalam nash al-Qur’an maupun al-hadis dididentifikasi sebagai
ajaran islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam.
Pengakuan kemaslahatan baru itu sangat penting bagi mendorong
masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan baru tersebut bukan saja atas
dasar dorongan peraturan pemerintah namun juga dorongan teologis ajaran
agama. Kemaslahatan atau kemanfaatan baru yang tidak terbatas yang

berhubungan dengan kepentingan umum maupun individual, merupakan

kepentingan yang pada dasarnya terbuka sangat luas. Untuk dapat

® https://ppid.pekalongankab.bawaslu.go.id/ppid/informasi/informasi-berkala-kelembagaan.
Diakses pada 18 Desember 2023

* Mukhsin Jamil, "Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam", (Semarang: Walisongo
Press, 2008), h. 24.


https://ppid.pekalongankab.bawaslu.go.id/ppid/informasi/informasi-berkala-kelembagaan

diakuinya sebagai islami memerlukan penganalisaan apakah sejalan

dengan ketentuan syaraiah karena syariah sendiri telah menyediakan

contoh kemaslahatan atau kemanfaatan untuk menjadi tolok ukurnya. Para

lama telah menjelaskan bahwa kemaslahatan itu tidak berada dalam satu

kategori dan tingkatan, melainkan ada 3 kategori dan 3 tingkatan dimana

tingkatan ini menunjukkan skala prioritasnya. Penentuan hukum mengenai

kemaslahatan baru akan diukur juga dari mekansime skala prioritasnya

tersebut. Dalam keadaan normal semua 3 tingkatan maslahah ini

direalisasikan bersama, dalam kondisi tertentu boleh dipilih alah satunya.

Tiga kategori kemaslahatan itu yaitu:

1.

Al-Maslahah al-Daruriyah, yakni kemaslahatan public yang
bersifat fundamental yang harus direalisasikan, berupa
kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan seperti
memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al-Maslahah al-Hajjiyah, yakni kemaslahatan public atau
individual yang sangat dibutuhkan masyarakat atau perseorangan
yang perlu dipenuhi, berupa kepentingan-kepentingan esensial di
bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah, namun diperlukan
dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan
kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan
kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan

kesempitan dan kesukaran baginya.



3. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, kemaslahatan yang tidak termasuk
yang pertama dan kedua, berupa kepentingan-kepentingan
pelengkap vyang jika tidak terpenuhi maka tidak akan
mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak
begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan
hidupnya.”

Dari pemaparan latarbelakang dan adanya persoalan hukum
tersebut diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul
Implementasi Norma Keterwakilan Perempuan Dalam Perspektif
Magashid Syariah (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Pekalongan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi norma keterwakilan Perempuan di
Bawaslu Kabupaten Pekalongan?

2. Bagaimana pandangan magasid syariah mengenai implementasi
norma keterwakilan Perempuan di Bawaslu Kabupaten
Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian
ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan implementasi norma keterwakilan Perempuan di

Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

® Muhammad Abu Zahrah, "Ushul al-Figh", (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.



2. Menganalisis dan menjelaskan pandangan magasid syariah
mengenai implementasi norma keterwakilan Perempuan di
Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaaan Penelitian
1. Teoritis

Bagi para akademisi dan peneliti, diharapkan temuan
penelitian ini dapat berguna sebagai informasi akademis mengenai
pandangan magasid syariah terhadap implementasi norma
keterwakilan perempuan di bawaslu kabupaten pekalongan serta
berguna sebagai referensi untuk pengembangan dalam penelitian
selanjutnya.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diupayakan agar
memberikan kontribusi kepada semua pihak yang berkaitan dengan
penelitian ini yaitu:

a. Bagi penyelenggara lembaga pemilu khususnya Badan
Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan, diharapkan hasil
penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk waktu
yang akan datang dalam mewujudkan keterwakilan
Perempuan pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Pekalongan.

b. Bagi pimpinan parpol, ormas dan tokoh masyarakat pada

umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat



berkontribusi  menyediakan  bahan  informasi  dan
memberikan ~ masukan agar  bertparisipasi  dalam
mewujudkankan amanat  undang-undang  tentang

keterwakilan perempuan dalam lembaga pemilu, sealigus

memahami

tinjauan

magqasid

syariah

terhadap

implementasi norma keterwakilan perempuan tersebut.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian,

seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah orang-

orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal yang terkait dengan penelitian

yang akan ditelitinya. Referensi tersebut antara lain :

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Teori yang
digunakan
1. | Penelitian karya Santika | Persamaannya | Perbedaannya | Teori sistem
Alwis pada tahun 2020 | adalah adalah pemilu, teori
yang berjudul | melakukan penelitian sejarah
“Efektivitas Kupta 30% | penelitian karya Santika | keterwakilan
Keterwakilan Perempuan | mengenai Alwis Perempuan
Dalam Anggota DPRD | keterwakilan | melakukan dalam dunia
Kota Pekanbaru”.® Perempuan. penelitian Politik.
keterwakilan
perempuan
pada DPRD
Kota
Pekanbaru,
sedangkan
peneliti di
Badan
Pengawas
Pemilu serta

® Santika Alwis, “Efektivitas Kupta 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD
Kota Pekanbaru”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.




tinjauan  nya

dalam

magasid

syariah.
Penelitian karya Andi | Persamaannya | Perbedaannya | Teori
Ayu Ambarwati pada | adalah adalah keterwakilan
tahun 2021 yang | melakukan penelitian Perempuan,
berjudul “Keterwakilan | penelitian karya Santika | teori
Perempuan Dalam | mengenai Alwis kesetaraan
Lembaga Legislatif di | keterwakilan melakukan gender dalam
Kabupaten Perempuan. penelitian keterwakilan
Bulukumba.”’ keterwakilan | politik.

perempuan

pada lembaga

Legislatif  di

Kabupaten

Bulukumba,

sedangkan

peneliti di

Badan

Pengawas

Pemilu serta

tinjauan nya

dalam

magasid

syariah.
Penelitian karya | Persamaannya | Perbedaannya | Teori hak
Nurajidah  Dalimunthe | adalah adalah politik
pada tahun 2021 yang | melakukan penelitian perempuan
berjudul “Keterwakilan | penelitian karya dan teori
Perempuan Dalam | mengenai Nurajidah Perempuan
Politik Pada Pemilu | keterwakilan Dalimunthe dan politik.
2019 Kab. Labuhan Batu | Perempuan. adalah
Selatan (Studi Kasus keterwakilan
Anggota DPRD Dapil Perempuan
Kec. Kotapinang).”® dalam Politik

pada Pemilu

2019 Kab.

Labuhan Batu

yang terfokus

" Andi Ayu Ambarwati, “Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di

Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin,
Makasar, 2021.

8 Nurajidah Dalimunthe, “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Pada Pemilu 2019 Kab.
Labuhan Batu Selatan (Studi Kasus Anggota DPRD Dapil Kec. Kotapinang)”, Skripsi, Fakultas
Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2021.
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pada studi
kasus anggota
DPRD Dapil
Kec.
Kotapinang
sedangakan
peneliti

keterwakilan
Perempuan di
Badan
Pengawas
Pemilu serta
tinjauan nya
dalam
magasid
syariah.

Telah banyak penelitain tentang keterwakilan perempuan dalam
lembaga pemilu, Sejauh ini, penelitian terdahulu yang peneliti temui,
belum ada sebuah penelitian yang secara khusus membahas tinjauan
magasid syariah terhadap implementasi norma keterwakilan perempuan di
bawaslu kabupaten pekalongan. Secara umum, penelitian ini berbeda
dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah disebutkan dalam tabel
diatas. Penelitian ini titik fokusnya yaitu dalam keterwakilan Perempuan
pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan. Konteks
pembahasannya yaitu menjelaskan pandangan magqasid syariah terhadap
implementasi norma keterwakilan perempuan di bawaslu kabupaten

pekalongan.

. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini
antara lain yaitu teori magasid syariah. Secara kebahasaan, magashid

syariah terdiri dari dua kata, yaitu magashid dan syari‘ah, magashid
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diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (gashada ilaihi),
sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan
yang lurus. Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat
ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan
maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.
Berdasarkan  penjelasan tersebut Magashid al-syari'ah  adalah
maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam
dengan bahasa yang sederhana magashid alsyari'ah adalah maksud dan
tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan
Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat
ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan
logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan
umat manusia.’

Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu
apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syathibi dan juga
ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu al-
dharuriyyat (primer), al-hajiyyat (sekunder), dan al-tahsiniyyat (tersier)
yaitu kemaslahatan hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-nasb
(keturunan), hifz al-'agl (akal) , dan kemaslahatan hifz al-mal (harta)

sebagai prioritas utama pemeliharaan dalam bentuk al-hajiyah sebagai

® Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, "Figh dan Ushul Figh", (Jakarta: Prenadamedia Group,
2018), h. 75.
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prioritas kedua dan pemeliharaan dalam bentuk al-tahsiniyah sebagai
prioritas ketiga.™

Teori gender juga digunakan dalam penelitian ini. Gender adalah
perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari
nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan
untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara
sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang
ada pada laki-laki dan perempuan.*

Sejalan dengan itu, Gender merupakan konsep hubungan sosial
yang membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran
antara perempuan dan lak-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki
dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan
biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan
peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.

Menurut Eniwati gender adalah konsep yang digunakan untuk
mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari
sisi Sosial budaya. Gender dalam arti ini mengidentifikasi laki-laki dan

perempuan dari sudut non biologis.*?

19 Busyro, Magashid al-Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 109.
1 |swah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender", Tadris. Volume 4. Nomor 1. 2009. h. 138.
2 Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, "Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan",

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 334.
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal
yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan
penelitian.*?
1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.
Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga
penelitian hukum sosiologis, yang berarti penelitian hukum yang
mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata
(actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis
yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.
Jadi jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian
hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata
dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan
masyarakat."* Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini
untuk melihat bagaimana implementasi praktik hukum di bawaslu

terkait keterwakilan Perempuan dalam penyelenggara.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan
penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian
hukum normatif) karena dalam penelitian yang akan dilakukan

mengkaji  status  hukum  terkait  keterwakilan  dalam

13 Juliansyah Noor, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h.
254,
4 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 35.
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3.

penyelenggaraan pemilu menurut magashid syariah. Metode
penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau
data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir
deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik
dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia
benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya
khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan
pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif adalah metode
penelitian yang mengacu pada penjabaran norma-norma hukum
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. *°
Sumber Data Penelitian
a. Sumber Data Primer
Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan sebagai
sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan®.
Memperoleh data primer dari penelitian lapangan dapat
dilakukan dengan berbagai cara baik secara dokumentasi

maupun wawancara.’

15 Jhony Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative”, (Malang: Media

Publishing, 2007), h. 300.

254,

16 Juliansyah Noor, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h.

7 Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), h.17
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b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mendukung
data utama atau memberikan keterangan atas bahan hukum
primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari
dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang
dikumpulkan dengan cara pengumpulan sumber-sumber
yang berasal dari buku, literatur, dan dokumentasi seperti
keputusan ataupun informasi pimpinan atau lembaga
tentang suatu kebijakan serta pendapat dari kalangan pakar
hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian
dan bahan-bahan hukum lainnya.’® Dalam sumber data
sekunder ini, peneliti menggunakan dua bahan hukum
yaitu:
a) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang
bersifat auotoritatif,™ artinya mempunyai otoritas atau
kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi
atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan
putusan-putusan hakim.?® Dalam penelitian ini, sumber

hukum primer yang digunakan yaitu UUD RI 1945,

'8 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian” (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2003), h. 1.

% Tatang M. Amirin, “Penyusunan Rencana Penelitian” (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1995), h. 132.

2 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 181.
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b)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, serta hukum Islam yaitu magasid
syariah.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-
jurnal hukum, komentar-komentar atau respon atas
putusan pengadilan.?

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang
digunakan yaitu skripsi, tesis, jurnal, artikel, buku, dan
lain sebagainya. Disisi lain, penulis menggunakan
insiklopedia hukum, kasus-kasus hukum yang sudah
terjadi sebelumnya, sehingga penelitian yang dilakukan
memiliki  kajian  pustaka yang relevan dan

komprehensif.

2l Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1998), h. 195.
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Bahan-bahan hukum sekunder lainnya dalam
penelitian ini bisa terdiri dari beberapa buku-buku
mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat,
kebudayaan atau laporan-laporan penelitian yang ada
relevansinya dengan topik atau fokus penelitian ini.
Bahan-bahan ini dimaksudkan untuk memperkaya dan
memperluas serta mempertajam literature kajian.?

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini yatu dengan wawancara (interview) terhadap responden untuk
memberikan jawaban beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh
peneliti dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan
tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan
dengan penelitian ini.?
Dalam penelitian ini menggunakan dua metode
pengumpulan data yaitu sebagai berikut :
a. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi adalah salah satu metode
pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan
menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek
sendiri atau orang lain tentang subjek. Dokumentasi dapat

berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah

22 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 204.
% Burhan Bungin, “Analisis Data Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), h. 15.
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kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya orang
yang monumental.
b. Studi Wawancara
Metode wawancara atau interview merupakan
proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atau
menggunakan media lainnya antara pewawancara dengan
responden atau orang yang di wawancarai, dengan atau
menggunakan pedoman (guide) wawancara sehingga
didapat data informatik yang otentik. Wawancara yang
dilakukan yaitu kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Pekalongan. Dimana wawancara dilakukan dengan
menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan
dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan dari responden.
Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data baik
dalam bentuk teks maupun gambar yang dilakukan secara
menyeluruh.®* Oleh karena itu peneliti harus benar-benar dapat
mempersiapkan data-data supaya bisa dianalisis, dipahami,
disajikan, dan diintrepetasikan. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan analisis data dengan model analisis interaktif, yaitu :

 Burhan Bungin, “Analisis Data Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2007), h. 10.
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reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Penjelasannya adalah sebagai berikut® :
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan langkah analisis data
kualitatif dengan tujuan menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan
membuang hal yang tidak penting dan mengorganisasikan
serta mengatur data sehingga narasi sajian data dapat
dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang
dapat dipertanggungjawabkan.
b. Penyajian Data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi
yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik
kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data
pada penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan
dalam bentuk narasi dengan dilengkapi matriks, gambar,
grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan
sebagainya, supaya data yang disajikan untuk dianalisis
jelas dan dapat mudah dipahami. Dalam penyajian data

yang penulis lakukan kali ini disajikan dalam bentuk narasi.

% Uhar Suharsaputra, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan”,
(Bandung: Refika Aditama.2012), h. 209.
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c. Penarikan Kesimpulan
Dalam penarikan kesimpulan, peneliti harus berusaha
menemukan makna berdasarkan data yang telah diperoleh secara
teliti, lengkap, dan mendalam.
H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang

terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode
Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori Perempuan dan politik, dan
teori magashid syariah.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian. Bab ini berisi profil Bawaslu
Kabupaten Pekalongan dan keterwakilan Perempuan pada Bawaslu
Kabupaten Pekalongan.

Bab keempat, berisi analisis keterwakilan Perempuan pada Bawaslu
Kabupaten Pekalongan serta sudut pandang dari magashid syariah.

Bab kelima, penutup yang memuat simpulan dan saran yang

berkaitan dengan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sejarah affirmative action di bidang
kepemiluan dimulai dengan UU No. 12 Tahun 2003 yang menetapkan
kuota minimal 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Namun,
pelaksanaan aturan tersebut masih jauh dari harapan, terutama di
lembaga seperti Bawaslu, di mana keterwakilan perempuan sering kali
di bawah 30%. Hambatan struktural dalam organisasi dan norma sosial
budaya yang patriarkal merupakan kendala utama. Proses seleksi yang
tidak transparan, kurangnya dukungan institusional, dan budaya yang
didominasi laki-laki menghalangi perempuan untuk berpartisipasi
penuh. Selain itu, stigma sosial terhadap perempuan yang bekerja
hingga larut malam atau dalam pekerjaan yang dianggap ‘laki-laki’
mengurangi  partisipasi  perempuan. Upaya Bawaslu untuk
memperpanjang waktu pendaftaran perempuan belum cukup efektif.
Diperlukan perubahan mendasar dalam cara pandang dan
dukungan terhadap perempuan. Meskipun ada tiga calon perempuan
yang masuk tahap akhir seleksi, mereka tidak terpilih dalam rapat
pleno oleh tim seleksi Bawaslu RI, menunjukkan adanya bias gender.
Kurangnya keterwakilan perempuan berarti perspektif perempuan
kurang terwakili dalam pengambilan keputusan, yang dapat

mempengaruhi kualitas kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif

63



64

gender. Representasi perempuan yang memadai dapat meningkatkan
kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu dan proses pemilu itu
sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perubahan struktural dan budaya
dalam organisasi pemilu, termasuk menghilangkan stigma sosial,
memberikan dukungan institusional, menerapkan kebijakan afirmatif
action yang efektif, dan memastikan sensitivitas gender dalam
pengambilan keputusan. Untuk memperbaiki proses seleksi, penting
untuk memastikan proses tersebut lebih transparan dan adil, serta
melibatkan perempuan dalam tim seleksi untuk mengurangi bias
gender. Dukungan institusional berupa pelatihan, mentoring, dan
program pengembangan kapasitas khusus bagi perempuan juga perlu
ditingkatkan. Kampanye kesadaran dan pendidikan publik harus
dilakukan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap
perempuan yang terlibat dalam politik dan pekerjaan yang menuntut
komitmen waktu yang tinggi. Penegakan kebijakan afirmatif action
perlu dilakukan dengan lebih tegas, termasuk menetapkan kuota yang
lebih jelas dan memastikan pengawasan ketat terhadap
implementasinya. Selain itu, perempuan yang terlibat dalam Bawaslu
harus diberikan peran signifikan dalam semua aspek pengambilan
keputusan dan kebijakan, dan pandangan serta pengalaman mereka
harus dihargai.

Dalam analisis magashid syariah, keterwakilan perempuan di Bawaslu

sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan agama (hifdz al-din), jiwa
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(hifdz al-nafs), akal (hifdz al-'aqgl), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta
benda (hifdz al-mal). Keterwakilan perempuan dapat membantu
mewujudkan keadilan dan musyawarah dalam proses demokrasi,
melindungi hak-hak perempuan, meningkatkan kualitas demokrasi dan
pengembangan intelektual, mendorong kebijakan yang lebih ramah
terhadap perempuan dan anak, serta mencapai keadilan ekonomi.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keterwakilan perempuan
dalam Bawaslu dan proses penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan
dapat ditingkatkan, memperkuat proses demokrasi, dan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu. Adanya perempuan
menjadi keterwakilan didalam penyelenggara pemilu khususnya pada
Bawaslu Kabupaten Pekalongan ini menjadi kebutuhan sekunder.
Dalam pandangan Mugodimat Wajib disebutkan bahwa hal yang
dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan sesuatu yang diperintkan
oleh syari’at. Jadi, tidak adanya keterwakilan perempuan menjadikan
perempuan tidak bisa mengeksplor kualitas diri serta berkontribusi
kepada negara, akan tetapi lembaga bawaslu akan tetap berjalan karena
peningkatan kualitas perempuan serta kontribusinya kepada negara
bisa diwujudkan pada lembaga negara yang lainnya.

B. Saran

1. Penelitian perlu menggali lebih dalam faktor-faktor yang
menghambat keterwakilan perempuan di Bawaslu, baik dari sisi

internal (misalnya, budaya organisasi, sistem seleksi) maupun
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eksternal (misalnya, norma sosial, akses terhadap pendidikan dan

pelatihan).

. Penelitian dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan afirmatif yang

telah diterapkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di
Bawaslu. Evaluasi ini dapat mencakup analisis dampak kebijakan
terhadap jumlah perempuan yang terpilih, kualitas Kkinerja, dan

persepsi publik terhadap peran perempuan di Bawaslu.
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